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Abstract 

Since the Covid-19 pandemic began to spread throughout the world, it affected the legal 

practice. This study aims to examine the power of evidence in criminal proceedings by 

teleconference. The method used in this research is normative legal research as a 

process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer t151he 

legal problems. The results of this study indicate that the teleconference has not been 

recognized in the Penal Procedure Code, because the revolution of science, technology, 

information and communication that taking place so rapidly, has resulted in new 

circumstance. In legalistic analysis, which tends to be rigid or formal in nature, 

teleconferences cannot be accepted as a media for court examination in accordance 

with the provisions contained in Article 160 paragraph (1) letter a and Article 167 of 

the Penal Procedure Code which requires the presence of witnesses in the courtroom. 

However, article 5 paragraph (1) of Act 48/2009 on Judicial Power requires Judges to 

explore material truth, so that there is an opportunity for judges to override the formal 

aspects. 

Keywords : Evidence, Law of Evidence, Teleconference Session. 

 

Abstrak 

Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia memberikan dampak yang 

sangat besar pada dunia praktik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

kedudukan alat bukti dalam persidangan pidana secara teleconference. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sebagai suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Teleconference belum diakui dalam KUHAP, karena revolusi dari 

ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi yang saat ini berlangsung 

sedemikian pesat, mengakibatkan timbul keadaan keadaan baru yang seharusnya 

dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara, termasuk dalam penerapan 

KUHAP. Dalam analisis hukum legalistik, yang cenderung bersifat kaku atau formal 

legalistik, teleconference tidak dapat diterima sebagai media pemeriksaan perkara 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 

KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi di ruang persidangan. Namun, pasal 5  

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 

mewajibkan Hakim menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi 

hakim untuk mengesampingkan aspek formal. 

Kata Kunci : Alat Bukti, Hukum Pembuktian, Sidang Teleconference. 
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PENDAHULUAN 

Di dalam peradilan acara 

Pidana di Indonesia telah 

memperkenalkan model pemeriksaan 

alat bukti jarak jauh dengan 

memanfaatkan teknologi 

teleconference. Teleconference bukan 

lagi merupakan penemuan baru, yang 

dapat dilakukan oleh dua orang atau 

lebih melalui media komunikasi, 

telepon dan televisi atau layar 

komputer, yang telah tersambung 

dengan sebuah koneksi jaringan 

internet. Pertemuan secara tidak 

langsung tersebut dapat menggunakan 

suara (audio conference) atau video 

(video conference) yang 

memungkinkan kedua belah pihak 

dapat saling melihat seperti bertatap 

muka secara langsung.
1
 Sejak pandemi 

covid-19 mulai mewabah ke seluruh 

dunia pada awal tahun 2020, banyak 

negara-negara di dunia yang telah 

memberlakukan social/physical 

distancing (pembatasan sosial/fisik) 

bahkan ada sebagian Negara yang 

memberlakukan lockdown (karantina 

wilayah). Termasuk Indonesia yang 

sudah memberlakukan keduanya akan 

tetapi penyerabaran virus corona ini 

masih belum hilang sampai sekarang 

                                                 
 
1
 Fathul Wahid, (2002), Kamus 

Istilah Teknologi Informasi, Ed. I, 

Yogyakarta: Andi, hlm. 6 

ini. hal tersebut memberikan dampak 

yang sangat besar pada dunia praktik 

hukum. Meskipun tidak 

memberlakukan lockdown, Indonesia 

tetap memberlakukan social distancing 

dengan kebiasaan baru yaitu wajib 

memakai masker, sering mencuci 

tangan dengan sabun dan menjaga 

jarak antara orang yang satu dengan 

yang lainnya. di negaranya yang 

menyebabkan tidak mungkin suatu 

peradilan dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya (dalam situasi 

normal) sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Demi menerapkan social 

distancing, maka Institusi Pengadilan 

tidak dimungkinkan untuk mengadakan 

persidangan sesuai dengan standar 

yang telah diatur sebelumnya, karena 

dapat menimbulkan kerumunan orang, 

yang menyebabkan resiko penyebaran 

virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini 

menyebabkan institusi pengadilan 

harus menggantungkan diri pada 

teknologi untuk menunjang 

keberlangsungan pelayanan hukum 

kepada para pencari keadilan.  

Sejak mewabahnya virus 

Covid-19 ini di Indonesia, terjadi 

perubahan pelaksanaan sistem 

persidangan terutama dalam 

persidangan perkara pidana dengan 

menggunakan aplikasi e-court. 
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Pemanfaatan secara maksimal sistem 

e-court yang sudah berjalan sejak 

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Persidangan Secara 

Elektronik saat ini telah menjadi solusi 

bagi institusi pengadilan di bawah 

Mahkamah Agung untuk tetap 

memberikan pelayanan hukum 

meskipun para pencari keadilan tidak 

hadir di pengadilan secara langsung. 

Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya 

bermuara pada pentingnya penerapan 

Virtual Courts yang diadakan secara 

daring tanpa perlu menghadirkan para 

pihak di ruang persidangan. 

Aktivitas persidangan yang 

paling terdampak permasalahannya 

akibat pandemi Covid-19, yaitu pada 

persidangan perkara pidana. Dengan 

alasan masa tahanan yang terbatas, 

menjadi dasar bagi Mahkamah Agung 

(MA) untuk menetapkan persidangan 

online dengan berdasar pada Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 

2019 tentang Tata Cara Persidangan 

Secara Eloktronik. 

Sebuah MoU (Memorandum of 

Understanding) kesepakatan antara 

pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI 

dan Kementerian Hukum dan HAM 

dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan disahkan. MoU 

tersebut terkait kesepakatan 

pelaksanaan persidangan selama masa 

pandemi Covid-19 yang akan 

dilaksanakan sampai dengan 

berakhirnya wabah Covid-19 di 

Indonesia. 

Dalam MoU itu ditetapkan 

salah satunya kesepakatan untuk 

menjalankan persidangan perkara 

pidana secara online. Lebih jelasnya 

Hal tersebut, juga sesuai instruksi 

Jaksa Agung yaitu untuk mencegah 

penyebaran dan penularan Covid 19 

agar perkara pidana disidangkan secara 

online. Dalam hukum pembuktian, 

untuk melindungi kepentingan 

umum, kejaksaan Republik 

Indonesia sebagai alat negara yang 

ditugaskan untuk melakukan beban 

pembuktian sekaligus guna melakukan 

tuntutan pidana. Sementara hakim 

dalam perkara pidana diwajibkan untuk 

mencari kebenaran materiil. Hakikat 

pembuktian dalam persidangan 

perakara pidana amat terasa urgen. 

Lilik Mulyadi dalam bukunya 

"Pembalikan Beban Pembuktian 

Tindak Pidana Korupsi," telah 

menguraikan urgensi beban 

pembuktian. Pembuktian merupakan 

suatu proses untuk menentukan dan 

https://amp.suara.com/tag/kejaksaan
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menyatakan tentang kesalahan 

sesorang dapat dijatuhkan pidana.
2
 

Dari hasil persidangan dapat 

dibuktikan sah dan meyakinkan 

sesorang melakukan tindak pidana 

(veroodeling), atau kemudian dapat 

pula dibebaskan dari dakwaan 

(Vrispraak) apabila tidak terbukti 

melakukan tindak pidana. Atau bisa  

dilepaskan dari segala tuntutan hukum 

(anslaag van allerchtvervolging) 

apabila apa yang didakwakan terbukti, 

tetapi bukan merupakan suatu tindak 

pidana. 

Dalam pelaksanaan persidangan 

online, untuk perkara pidana yang 

pembuktiannya rumit dan 

membutuhkan alat bukti spesifik yang 

penulis maksud adalah perkara yang 

dalam pembuktiannya menjadikan alat 

bukti surat sebagai dasar pijakan untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa, di 

mana tanpa alat bukti surat kesalahan 

terdakwa tidak dapat dibuktikan dan 

alat bukti lainnya seperti keterangan 

saksi bergantung pada alat bukti surat. 

Contoh dari perkara tersebut salah 

satunya yakni perkara korupsi yang 

membutuhkan dokumen-dokumen 

persuratan untuk membuktikan telah 

terjadi tindak pidana korupsi, sehingga 

                                                 
 
2
 Lilik Mulyadi, (2007), Pembalikan 

Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 

Bandung: Alumni, hlm. 139. 

dokumen-dokumen persuratan tersebut 

yang merupakan alat bukti surat 

haruslah diuji kebenarannya dan di 

perlihatakan secara langsung kepada 

para pihak untuk menilai kebenaran 

akan dokumen surat yang dijadikan 

alat bukti dalam persidangan. 

Sehingga pelaksanaan 

persidangan untuk perkara 

sebagaimana dimaksud penulis diatas, 

tidaklah dapat dilakukan melalui 

persidangan online karena akan  rentan 

terjadi manipulasi persidangan atau 

permainan perkara yang dapat 

mengaburkan ataupun mengubah fakta 

persidangan, selain itu pelaksanaan 

persidangan online 

atau teleconference dari sisi non teknis 

juga rentan bermasalah seperti 

gangguan jaringan internet yang dapat 

mengakibatkan tidak didengar dan 

dilihatnya secara baik atau salah 

menangkap maksud keterangan para 

pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, 

saksi maupun terdakwa yang dapat 

mengaburkan fakta sebenarnya 

sehingga tidak dapat dicapainya 

kebenaran materil dari hasil 

persidangan perkara pidana. 

Pembuktian yang rumit, yang 

membutuhkan kemampuan lebih dari 

penuntut umum untuk mengurai 

persesuaian keterangan para saksi, 
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bukti surat, petunjuk dan alat bukti 

lainnya, serta mengkonfrontasi 

keterangan-keterangan saksi, terdakwa 

dan bukti surat yang dihadirkan oleh 

penuntut umum, tidak dapat dilakukan 

begitu saja melalui teleconference atau 

pertemuan secara virtual. Karena akan 

mempengaruhi hak-hak para pihak 

yang berperkara, baik itu terdakwa, 

korban, maupun masyarakat secara 

umum yang tidak dapat dikurangi 

ataupun disimpangi guna menemukan 

kebenaran materiil dalam pelaksanaan 

persidangan perkara pidana. 

Dalam teori Keabsahan 

Pembuktian tentunya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia yang tertuang 

dalam Pasal 183 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, yakni 

system pembuktian secara negatief 

wettelitj atau sistem pembuktian 

undang-undang secara negatif dengan 

menekankan kepada pembatasan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah. Sistem pembuktian yang 

berlaku dalam  hukum acara pidana, 

merupakan  suatu sistem pembuktian di 

depan pengadilan. Sebelum 

menjatuhkan suatu pidana, hakim harus 

memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak 

yang ditentukan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yaitu: 

alat bukti yang cukup serta sah dan 

keyakinan hakim. Alat bukti yang sah 

dalam hukum acara pidana diatur 

dalam ketentuan Pasal  184  ayat (1) 

KUHAP antara lain: keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa.  

Maka dari itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan 

judul, “Pemeriksaan Alat Bukti Dalam 

Persidangan Perkara Pidana Melalui 

Teleconferensi Di Masa Pandemi 

Covid 19 Ditinjau Dari Teori 

Keabsahan Pembuktian”. Berdasarkan 

latar belakang masalah diatas maka 

yang dapat dirumuskan masalah  

adalah tentang bagaimanakah 

kedudukan alat bukti dalam 

persidangan perkara pidana melalui 

teleconferensi di masa pandemi covid-

19 ditinjau dari teori keabsahan 

pembuktian? 

 

METODE PENELITIAN 

Secara hakekat, ilmu hukum 

berusaha untuk menampilkan hukum 

secara integral sesuai dengan 

kebutuhan kajian ilmu hukum itu 

sendiri.
3
 Penelitian hukum yang 

                                                 
3
 Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan 

Antara Metode Normatif Dengan Metode 

Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum 

Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan 

Ilmu Hukum” Jurnal Al Adl, Vol.5, No.10, 

hlm.15 
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digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Metode 

ini dipilih karena obyek kajian 

penelitian adalah mengenai asas dan 

prinsip hukum, kaidah hukum, teori 

dan doktrin hukum dari para ahli 

hukum. Bahwa penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum 

yang meletakan hukum sebagai 

sebuah bangunan sistem norma. 

Sistem norma yang dimaksud adalah 

mengenai asas-asas, norma, kaidah 

dari peraturan perundangan, putusan 

pengadilan, perjanjian serta doktrin 

(ajaran).
4
  

Peter Mahmud Marzuki 

menjelaskan penelitian hukum 

normatif merupakan suatu proses 

untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum untuk 

menjawab permasalahan hukum yang 

dihadapi. Penelitian normatif 

dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori atau konsep baru 

sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan masalah yang 

dihadapi.
5
 Sedangkan Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji 

                                                 
4
 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 

(2009). Dualisme Penelitian Hukum: 

Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm. 33- 38  
5
 Peter Mahmud Marzuki. (2005). 

Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana., hlm. 35 

memperkuat pendapat mengenai 

penelitian normatif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara meneliti:
6
   

a. Penelitian terhadap asas-asas 

hukum, yaitu penelitiian 

terhadap unsur-unsur hukum 

baik unsur ideal 

(normwissenschaft / 

sollenwissenschaft) yang 

menghasilkan kaidah-kaidah 

hukum melalui filsafat hukum 

dan unsur real 

(tatsachenwissenschaft / 

seinwissenschaft) yang 

menghasilkan tata hukum 

tertentu (tertulis).    

b. Penelitian terhadap sistematika 

hukum, yaitu mengadakan 

identifikasi terhadap pengertian 

pokok dalam hukum seperti 

subyek hukum, hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum 

dalam peraturan perundangan.    

c. Penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi vertikal dan 

horizontal, yaitu meneliti 

keserasian hukum positif 

(peraturan perundagan) agar 

tidak bertentangan berdasarkan 

hierarki perundang-undangan 

(stufenbau theory). 

d. Perbandingan hukum, yaitu 

membangun pengetahuan umum 

mengenai hukum positif dengan 

membandingkan sistem hukum 

di satu negara dengan sistem 

hukum di negara lainnya  

e. Sejarah hukum, yaitu meneliti 

perkembangan hukum positif 

(peraturan perundangan) dalam 

kurun waktu tertentu (misalnya 

hukum tanah, perkawinan, 

perpajakan perusahaan dsb). 

                                                 
6
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 

(1995). Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo,  

hlm. 15. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Esensi Pembuktian Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia 

 Sistem Peradilan Indonesia 

berdasarkan sistem-sistem, undang-

undang dan lembaga-lembaga yang 

diwarisi dari negara Belanda yang 

pernah menjajah bangsa Indonesia 

selama kurang lebih tiga ratus tahun.
7
 

Upaya pembuktian, di Indonesia dikenal 

dengan suatu fase dalam Integrated 

Criminal Justice System (ICJS).
8
 

KUHAP telah memberikan macam-

macam jenis alat bukti yang dapat 

digunakan dalam sidang pengadilan. 

Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti 

yang sah meliputi: keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, 

keterangan, terdakwa Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP 

tersebut, bisa di pahami bahwa undang-

undang menentukan 5 jenis alat bukti 

yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat 

                                                 
 
7
 Seperti dikatakan oleh Andi Hamzah: 

Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa 

serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem 

hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu 

Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita 

telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa 

Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya 

tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental 

(Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, 

Singapura bertumpu kepada Sistem Anglo 

Saxon. Lihat Andi Hamzah, (2014), Hukum 

Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar 

Grafika, hlm. 18 

 
8
 Taufik Rachman, (2006) , 

“Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana 

Indonesia”, Jurnal Yuridika, Vol. 21, No.1, 

hlm.192. 

dipergunakan sebagai alat bukti yang 

sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini 

tidak dibenarkan dipergunakan untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa 

dalam sidang pengadilan. Oleh karena 

itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan 

matang menilai dan mempertimbangkan 

nilai pembuktian meneliti sampai 

dimana batas minimum “Kekuatan 

Pembuktian” atau bewijskracht dari 

setiap alat bukti yang disebut dalam 

Pasal 184 KUHAP.
9
 

 Bambang Waluyo 

mendefinisikan alat bukti sebagai suatu 

hal yang ditentukan oleh undang-

undang yang dapat dipergunakan untuk 

memperkuatdakwaan, tuntutan atau 

gugatan maupun guna menolak 

dakwaan tuntutan atau gugatan.
10

 Alat 

bukti adalah segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan suatu perbuatan, 

dimana dengan alat-alat bukti tersebut 

dapat dipergunakan sebagai bahan 

pembuktian guna menimbulkan 

keyakinan hakim atas kebenaran adanya 

                                                 
 
9
 Bastianto Nugroho, (2017), “Peranan 

Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam 

Putusan Hakim Menurut KUHAP”, Jurnal 

Yuridika, Vol. 32, No.1, hlm.17. 

 
10

 Bambang Waluyo, (1996), Sistem 

Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5. 
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suatu tindak pidana yang telah 

dilakukan oleh terdakwa.
11

 

 Pembuktian dalam Hukum 

Acara Pidana merupakan hal sangat 

penting dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana di pengadilan, 

pembuktian dipandang sangat penting 

dalam hukum acara pidana karena yang 

dicari dalam pemeriksaan perkara 

pidana adalah kebenaran Materil, yang 

menjadi tujuan dari hukum acara pidana 

itu sendiri. Pengadilan pidana 

merupakan suatu sidang yang 

digunakan untuk membuktikan apakah 

telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, 

pembuktian merupakan masalah yang 

memegang peranan dalam proses 

pemeriksaan di sidang pengadilan 

karena melalui pembuktian nasib 

terdakwa ditentukan. Apabila hasil 

pembuktian dengan alat-alat bukti yang 

ditentukan undang-undang tidak cukup 

membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa, terdakwa 

dibebaskan dari hukuman sebaliknya 

jika kesalahan terdakwa dapat 

dibuktikan dengan alat-alat bukti 

sebagaimana ditentukan oleh undang-

undang, dalam hal ini Kitab undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 

                                                 
 
11

 Hari Sasangka dan Lily Rosita, 

(2003), Hukum Pembuktian Dalam Perkara 

Pidana, Bandung: Mandar Maju, hlm.11. 

Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan 

bersalah dan dijatuhi hukuman.  

 Sistem pembuktian adalah 

pengaturan tentang macam-macam alat 

bukti yang boleh dipergunakan, 

penguraian alat bukti, dan dengan cara-

cara bagaimana alat-alat bukti itu 

dipergunakan serta dengan cara 

bagaimana haim harus membentuk 

keyakinannya di depan sidang 

pengadilan. Pembuktian dalam hukum 

acara pidana merupakan hal sangat 

penting dalam proses pemeriksaan 

perkara pidana di pengadilan. 

Pembuktian dipandang sangat penting 

dalam hukum acara pidana karena yang 

dicari dalam pemeriksaan perkara 

pidana adalah kebenaran materil, yang 

menjadi tujuan dari hukum acara pidana 

itu sendiri. 

 Teori-teori terkait sistem 

pembuktian dalam Hukum Acara 

Pidana pada dasarnya terbagi dalam 

kategori antara lain: (1) Sistem atau 

teori Pembuktian Berdasarkan 

Keyakinan Hakim Semata (Conviction 

in Time); (2) Sistem atau teori 

Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim 

Atas Alasan Yang Logis (Conviction in 

Raisone); (3) Sistem atau teori 

Pembuktian Menurut Undang-Undang 

Secara Positif (positief wettelijke bewijs 

theorie); (4) Sistem pembuktian 
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menurut undang-undang secara negatif 

(negatief wettelijke bewijs theorie); (5) 

Sistem Pembuktian Terbalik. 

 P.A.F Lamintang menyatakan 

bahwa sistam pembuktian dalam 

KUHAP, disebut sebagai Sistem 

Pembuktian Negatief Wettelijk
12

: 

1. Wettelijk atau menurut undang-

undang karena untuk 

pembuktian undang-undanglah 

yang menentukan tentang jenis 

dan banyaknya alat bukti yang 

harus ada. 

2. Negatief, karena adanya jenis-

jenis dan banyaknya alat-alat 

bukti yang ditentukan oleh 

undang-undang itu belum dapat 

membuat hakim harus 

menjatuhkan putusan pidana 

bagi seorang terdakwa apabila 

jenis-jenis dan banyaknya alat-

alat bukti itu belum dapat 

menimbulkan keyakinan pada 

dirinya bahwa suatu tindak 

pidana itu benar-benar telah 

terjadi dan bahwa terdakwa 

telah bersalah melakukan tindak 

pidana tersebut. 

 Sistem Pembuktian Negatief 

Wettelijk yang diatur dalam Pasal 183 

                                                 
 
12

 Rusli Muhammad, (2007), Hukum 

Acara Pidana Kontemporer, Bandung : Citra 

Aditya Bakti, hlm. 192 

KUHAP, mempunyai pokok-pokok 

sebagai berikut
13

: 

1. Tujuan akhir pembuktian untuk 

memutus perkara pidana, yang 

jika memenuhi syarat 

pembuktian dapat menjatuhkan 

pidana. Dengan kata lain bahwa 

pembuktian ditujukan untuk 

memutus perkara pidana, dan 

bukan semata-mata untuk 

menjatuhkan pidana. 

2. Standar/syarat tentang hasil 

pembuktian untuk menjatuhkan 

pidana dengan dua syarat yang 

saling berhubungan dan tidak 

terpisahkan, yaitu : 

a. Harus menggunakan 

sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah. 

b. Dengan menggunakan 

sekurang-kurangnya dua 

alat bukti hakim 

memperoleh keyakinan. 

Berkaitan dengan 

keyakinan hakim dalam 

pembuktian, haruslah 

dibentuk atas dasar 

fakta-fakta hukum yang 

diperoleh dari minimal 

dua alat bukti yag sah.  

                                                 
 
13

 Adhami Chazawi, (2008), Hukum 

Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: 

Alumni, hlm.30 
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Adapun keyakinan hakim yang 

harus didapatkan dalam proses 

pembuktian untuk dapat menjatuhkan 

pidana yaitu: Pertama, Keyakinan 

bahwa telah terjadi tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan oleh 

JPU, artinya fakta-fakta yang didapat 

dari dua alat bukti itu (suatu yang 

obyektif) yang membentuk keyakinan 

hakim bahwa tindak pidana yang 

didakwakan benar-benar telah terjadi. 

Dalam praktik disebut bahwa tindak 

pidana yang didakwakan JPU telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Secara sah maksudnya telah 

menggunakan alat-alat bukti yang 

memenuhi syarat minimal yakni dari 

dua alat bukti. Keyakinan tentang telah 

terbukti tindak pidana sebagaimana 

didakwakan JPU tidaklah cukup untuk 

menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan 

pula dua keyakinan lainnya; Kedua, 

Keyakinan tentang terdakwa yang 

melakukannya, adalah juga keyakinan 

terhadap sesuatu yang objektif. Dua 

keyakinan itu dapat disebut sebagai hal 

yang objektif yang disubyektifkan. 

Keyakinan adalah sesuatu yang subyetif 

yang didapatkan hakim atas sesuatu 

yang obyektif; Ketiga, Keyakinan 

tentang terdakwa bersalah dalam hal 

melakukan tindak pidana, bisa terjadi 

terhadap dua hal/unsur yaitu pertama 

hal yang bersifat objektif adalah 

tiadanya alasan pembenar dalam 

melakukan tindak pidana. Dengan tidak 

adanya alasan pembenar pada diri 

terdakwa, maka hakim yakin kesalahan 

terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim 

tentang hal yang subyektif adalah 

keyakinan hakim tentang kesalahan 

terdakwa yang dibentuk atas dasar-

dasar hal mengenai diri terdakwa. 

Maksudnya, adalah ketika melakukan 

tindak pidana pada diri terdakwa tidak 

terdapat alasan pemaaf.
 14

 

 Dengan demikian, maksud 

dilakukannya kegiatan pembuktian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 183 

KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau 

mengambil putusan in casu menarik 

amar putusan oleh majelis hakim. 

Pembuktian dilakukan terlebih dahulu 

dalam usaha mencapai derajat keadilan 

dan kepastian hukum yang setinggi-

tingginya dalam putusan hakim. 

Sehingga pembuktian tidak hanya 

ditujukan untuk menjatuhkan pidana 

saja berdasarkan syarat minimal dua 

alat bukti yang harus dipenuhi dalam 

hal pembuktian untuk menjatuhkan 

pidana. 

                                                 
 
14

 Fachrul Rozi, (2018), “Sistem 

Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada 

Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis 

UNAJA, Vol. 1, No. 2 Desember 2018, 

hlm.19 
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Kedudukan Alat Bukti Pada 

Persidangan Pidana Melalui 

Teleconferensi Di Masa Pandemi 

Covid 19 Ditinjau Dari Teori 

Keabsahan Pembuktian 

Alat Bukti di dalam Pasal 184 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yang berbunyi, “Alat 

Bukti yang sah ialah: (1) Keterangan 

saksi; (2) Keterangan Ahli;(3) Surat;(4) 

Petunjuk; dan (5) Keterangan 

Terdakwa.” Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana hanya 

mengatur alat bukti sebagaimana dalam 

Pasal 184 Undang-Undang diatas. 

Namun, didalam Praktek Beracara di 

Peradilan sering terjadi perluasan 

terhadap pengertian alat bukti tersebut. 

Seperti Alat bukti elektronik yang 

sebelumnya tidak diatur oleh Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Mengenai alat bukti elektronik 

ini secara singkat diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

mengatur bahwa Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat bukti 

hukum yang sah.  Yang dimaksud 

dengan Informasi Elektronik adalah 

sebagaimana dalam Pasal 1 Butir (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan transaksi 

Elektronik, “satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, electronik data 

interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, Kode Akses, simbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang 

memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya”.
15

 

Dalam KUHAP hakim 

memperoleh keyakinannya itu dari 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 

yang sah menurut KUHAP yaitu 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Sedangkan di dalam RUU KUHAP 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 

yang sah diperoleh dari barang bukti, 

surat-surat, bukti elektronik, keterangan 

seorang ahli, keterangan seorang saksi, 

keterangan seorang terdakwa, dan 

pengamatan hakim.
16

 

                                                 
15

 Swindy A. J, (2014), “Kesaksian 

Saksi Melalui Teleconference Dalam 

Persidangan Di Pengadilan”, Jurnal Hukum 

Lex et Societatis, Vol. II, No. 8, Sep-Nov 

2014, hlm. 62. 
16

Dwi Baskoro, (2016), “Pembuktian 

Tindak Pidana Penipuan Melalui Media 

Online Dilihat Dari Perspektif Undang-
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Teleconference belum diakui 

dalam Kitab Undang- Undang Hukum 

Acara Pidana, karena pada masa 

Undang-Undang dibuat hal demikian itu 

tidak dapat diperkirakan. Revolusi dari 

ilmu pengetahuan, teknologi, informasi 

dan komunikasi yang saat ini 

berlangsung sedemikian pesat, 

mengakibatkan timbul keadaan keadaan 

baru yang seharusnya dapat 

dipertimbangkan dalam proses 

penyelesaian perkara, termasuk dalam 

penerapan KUHAP. Dalam analisis 

hukum legalistik, yang cenderung 

bersifat kaku atau formal legalistik, 

teleconference tidak dapat diterima 

sebagai media pemeriksaan perkara 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

pada Pasal 160 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 167 KUHAP yang menghendaki 

kehadiran saksi di ruang persidangan. 

Namun, berbeda dengan ketentuan pada 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2004 (sekarang diatur 

dalam pasal 5  ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman) mewajibkan 

Hakim menggali kebenaran materiil, 

                                                            

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal 

Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 

2, hlm. 7. 

sehingga terbuka peluang bagi hakim 

untuk mengesampingkan aspek 

formal.
17

 

Pada Tanggal 23 Maret 2020, 

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama 

Masa Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

Lingkungan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Badan 

Peradilan yang Berada Di Bawahnya. 

Surat ini mengevaluasi sekaligus 

mencabut Surat Edaran Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja 

Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam 

Upaya Pencegahan Penyebaran 

COVID-19 di Lingkungan Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan di 

Bawahnya, yang dikeluarkan pada 

tanggal 17 Maret 2020. Dengan 

berpedoman pada Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 

2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur 

Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran COVID-19 di lingkungan 

                                                 
17

 Damayanti, Ruth Marina, (2014), 

“Legalitas Keterangan Saksi Melalui 

Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam 

Perkara Pidana”, Jurnal Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5, No.1, 

2014, hlm. 6.  
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instansi Pemerintah, maka Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2020 ini memberikan instruksi kepada 

Hakim dan Aparatur Peradilan untuk 

melaksanakan tugas jabatannya dengan 

bekerja di rumah atau tempat tinggalnya 

(Work From Home) dan menerapkan 

social distancing dalam pemberian 

pelayanan secara langsung di 

lingkungan institusi serta penerapan 

protokol kesehatan di lingkungan kerja.   

Dalam rangka bekerja di rumah 

(work from home) maka segala tugas 

pelayanan termasuk pelaksanaan 

administrasi persidangan menggunakan 

aplikasi e-Court. Sementara untuk 

pelaksanaan persidangan menggunakan 

aplikasi e-Liltigation. Aplikasi ini sudah 

diterapkan di lingkungan Mahkamah 

Agung sejak diterbitkannya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik yang mulai berlaku sejak 

tanggal 19 Agustus 2019.
18

 

Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, 

pada saat ini (sampai tanggal 18 Mei 

2020) total terdapat 824 kasus yang 

                                                 
18

Anggita Doramia Lumbanraja, 

(2020), “Perkembangan Regulasi Dan 

Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia 

Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-

19”, Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 01, Juli 

2020, hlm. 49.   

telah diselenggarakan menggunakan 

aplikasi eLitigation. Peradilan Umum di 

seluruh Indonesia sedang melayani 382 

kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, 

atau sekitar 47% dari total kasus aktif 

dalam layanan e-Litigation Mahkamah 

Agung. Sementara pada Peradilan 

Agama di seluruh Indonesia tercatat 

sedang melayani 412 kasus aktif 

melalui aplikasi e-Litigation, atau 

sekitar 50% dari total kasus aktif dalam 

layanan e-litigation Mahkamah Agung. 

Pada Peradilan Tata Usaha Negara 

tercatat hanya melayani 30 kasus aktif 

atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus 

aktif dalam layanan eLitigation 

Mahkamah Agung. Data jumlah 

layanan e-litigation aktif di Indonesia.
19

 

Dalam pelaksanaan persidangan 

melalui teleconference di kemudian hari 

akan menimbulkan permasalahan 

harmonisasi hukum. Dengan tidak 

diubahnya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang 

mengatur tentang Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia, maka sulit untuk 

diadakannya pelaksanaan Persidangan 

melalui teleconference. Perjanjian 

Kerjasama antar ketiga lembaga 

tersebut tidak memiliki landasan hukum 

yang cukup kuat bahkan bertentangan 

                                                 
19

 Ibid., hlm. 50. 
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dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dalam hal ini adalah 

KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 

27 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Pada 

Pasal 154 KUHAP meskipun tidak 

secara eksplisit disebutkan bahwa 

Terdakwa wajib hadir dalam 

persidangan. Namun dari ketujuh ayat 

pada Pasal 154 KUHAP menegaskan 

bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan 

tidak diperbolehkan untuk diwakili 

dalam persidangan berdasarkan surat 

panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum 

(Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP 

tidak memperbolehkan proses peradilan 

in absentia dalam acara pemeriksaan 

biasa dan pemeriksaan singkat hal ini 

dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) 

KUHAP
20

. Asas kehadiran terdakwa ini 

biasa dikenal dalam tindak pidana 

khusus seperti pada tindak pidana 

korupsi dant idnak pidana ekonomi. 

Asas kehadiran terdakwa ini memiliki 

sebutan lain yakni ius singular, ius 

speciale, atau bizonder strafrech.t
21

 

                                                 
20

 Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa 

Mufti, dan Ichsan Zikry, (2017), Pengantar 

Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo, hlm. 245.  
21

 Lilik Mulyadi, (2012), Hukum 

Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan 

Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini 

berhubungan dengan Asas Pemeriksaan 

Hakim yang Langsung dan Lisan. 

Pengaplikasian video conference 

pada pemeriksaan perkara di 

persidangan (khususnya perkara pidana) 

di Indonesia sebenarnya bukanlah 

menjadi hal yang baru. Sebelum 

pandemi COVID-19 penggunaan video 

conference sudah digunakan di 

beberapa kasus. Namun penggunaanya 

terbatas hanya untuk mendengarkan 

keterangan dari saksi. Hal ini 

sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

di mana seorang saksi dapat didengar 

kesaksiannya secara langsung melalui 

sarana elektronik dengan didampingi 

oleh pejabat yang berwenang. 

Penggunaan video conference ini 

bertujuan untuk melindungi keamanan 

saksi dari berbagai ancaman atau demi 

mempermudah pemberian keterangan 

tanpa harus hadir di ruang sidang. 

Sementara itu pihak-pihak lain seperti 

Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan 

                                                            

Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi 

dan Putusan Pengadilan, Bandung: PT. Citra. 

Aditya Bakti,  hlm. 16.  
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pengacaranya tetap diwajibkan hadir di 

ruang sidang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
22

 

Jadi menurut penulis praktik 

persidangan online di lingkungan 

Mahkamah Agung tidak akan berlaku 

secara efektif apabila Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) tidak 

mengalami perubahan. Asas kehadiran 

terdakwa (in absentia) pada KUHAP 

bertentangan dengan praktik e-

Litigation, jika e-Litigation diterapkan 

pada perkara Pidana. Sementara pada 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2020 tidak 

memperbolehkan perkara pidana 

diperiksa melalui aplikasi e-Litigation. 

Hal-hal inilah yang menyebabkan 

penerapan pelaksanaan persidangan 

secara online di Indonesia tidak dapat 

berlaku secara efektif di mana 

perkembangan regulasi yang terjadi 

disharmonisasi. 

Proses pembuktian dalam 

hukum acara pidana adalah bagian 

terpenting di dalam persidangan, maka 

merupakan suatu kewajiban yang hakiki 

kepada penuntut umum sebagai wakil 

Negara di dalam persidangan untuk 

membuktikan dakwaannya, begitu 

                                                 
22

 Andi Hamzah, (2009), Hukum 

Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 25. 

banyak kendala yang dihadapi oleh 

penuntut umum dalam menghadirkan 

saksi seperti adanya ancaman dari pihak 

lain terhadap keberadaan saksi di 

persidangan ataupun saksi sedang 

dengan keadaan yang secara undang-

undang disahkan tidak bisa hadir 

didalam sidang, sehingga penuntut 

umum memberikan terobosan kepada 

hakim untuk mengambil Keterangan 

saksi melalui video teleconference. Hal 

semacam ini pernah diterapkan di 

Indonesia didalam Kasus Bom di 

Legian Denpasar Bali yang dilakukan 

oleh Amrozi Cs. Pembuktian secara 

teleconference memang bukan 

merupakan hal yang baru di Indonesia, 

namun hingga saat ini belum ada suatu 

peraturan hukum pun yang mengatur 

keberadaannya. 

 Dalam proses persidangan 

tindak pidana, terutama pada saat proses 

persidangan pemeriksaan alat bukti, 

menurut penulis bagian yang sangat 

penting dalam proses pembuktian ini 

adalah jaksa penuntut umum sebagai 

wakil Negara didalam persidangan 

harus teliti untuk mendapatkan 

kebenaran materiil terhadap suatu 

tindak pidana. Keduddukan alat bukti 

dalam pembuktian teleconferensi adalah 

suatu terobosan baru didalam proses 

pembuktian di persidangan, memang 



   Al Adl , Volume XII Nomor 1, Januari 2020               ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 

166 

 

belum ada peraturan tertulis secara 

langsung yang mengatur mengenai 

teleconference. Tetapi ada beberapa 

Peraturan Perundangan-undangan yang 

secara eksplisit telah menggambarkan 

keberadaan teleconference dalam 

persidangan. Selain itu, telah ada 

beberapa Putusan Pengadilan yang 

mengatur mengenai teleconference 

yaitu Putusan pengadilan negeri 

Denpasar Nomor 

224/Pid.B/2003/PN.DPS tertanggal 2 

Oktober 2003. Oleh karena itu, 

penggunaan teleconference di dalam 

proses persidangan adalah sah dengan 

syarat keyakinan hakim terhadap 

pembuktian tersebut. 

Ditinjau dari Perspektif Hukum 

progresif yang mengutamakan keadilan 

yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat, maka penggunaan 

teleconference didalam persidangan 

adalah suatu yang sah, sepanjang guna 

menegakkan hukum dan keadilan yang 

restoratif bukan keadilan prosedural 

semata. 

Dengan luasnya wilayah 

Indonesia, tentunya hal ini akan 

menjadi tantangan bagi Mahkamah 

Agung untuk menyediakan jaringan 

infrastruktur internet di masing-masing 

pengadilan baik yang berada di kota 

besar maupun di daerah terpencil. Sisi 

lain dari implementasi persidangan 

teleconference ini, khususnya 

mekanisme acara pembuktian. Esensi 

terpenting dalam persidangan 

khususnya dalam perkara pidana adalah 

kemampuan jaksa penuntut umum 

dalam membuktikan suatu perbuatan 

tindak pidana melalui bukti-bukti surat, 

keterangan saksi, keterangan ahli, 

petunjuk maupun keterangan terdakwa, 

pada saat Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 ini diberlakukan 

timbul pertanyaan dari penulis 

bagaimana persidangan teleconference 

ini dapat mengakomodir proses 

pembuktian baik bukti surat maupun 

keterangan saksi/ahli secara elektronik. 

Dalam pembuktian, setiap bukti surat 

dicocokan dengan yang aslinya di 

depan persidangan, hal ini sama juga 

berlaku pada saat acara mendengarkan 

keterangan saksi/ahli/terdakwa. 

Permasalahan yang terjadi 

dengan penerapan siding secara online 

yang sejatinya dalam praktik, terdakwa 

menjalani siding dengan tetap berada di 

lembaga pemasyarakatan, sementara 

hakim berada di ruang persidangan dan 

penuntut umum berada di kantor 

kejaksaan ataupun di ruang siding 

bersama-sama dengan hakim, tentunya 

hal ini dapat mempengaruhi pembuktian 

dalam persidangan. 
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Untuk perkara pidana yang 

pembuktiannya rumit dan 

membutuhkan alat bukti yang spesifik, 

penerapan sidang secara online menurut 

penulis tidak dapat dilaksanakan. 

Melainkan harus dilaksanakan secara 

langsung, artinya langsung di hadapan 

terdakwa dan di depan hakim untuk 

menilai secara langsung pembuktian 

yang dilakukan oleh penuntut umum 

dan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan. 

Contohnya seperti perkara 

korupsi yang membutuhkan dokumen-

dokumen penting yang merupakan alat 

bukti surat haruslah diuji kebenarannya 

dan keabsahannya yang diperlihatkan 

secara langsung kepada para pihak 

untuk menilai kebenaran akan dokumen 

tersebut. Sehingga pelaksanaan 

persidangan untuk perkara diatas, 

tidaklah dapat dilakukan melalui 

persidangan online karena dapat 

menimbulkan manipulasi persidangan 

atau permainan perkara yang dapat 

mengaburkan atau mengubah fakta 

persidangan, selain itu pelaksanaan 

persidangan online dari sisi non teknis 

juga berpotensi bermasalah seperti 

gangguan jaringan internet yang dapat 

mengakibatkan tidak di dengar dan 

dilihatnya secara baik atau salah 

menangkap maksud keterangan para 

pihak baik itu jaksa, advokat, hakim, 

saksi maupun terdakwa yang dapat 

mengaburkan fakta sebenarnya 

sehingga tidak dapat dicapainya 

kebenaran materiil. Untuk itu, 

pembuktian dalam persidangan online 

menjadi sah apabila dapat dilaksanakan 

untuk perkara yang pembuktiannya 

tidak begitu rumit. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Teleconference belum diakui dalam 

KUHAP, karena pada masa Undang-

Undang dibuat hal demikian itu tidak 

dapat diperkirakan. Revolusi dari ilmu 

pengetahuan, teknologi, informasi dan 

komunikasi yang saat ini berlangsung 

sedemikian pesat, mengakibatkan 

timbul keadaan keadaan baru yang 

seharusnya dapat dipertimbangkan 

dalam proses penyelesaian perkara, 

termasuk dalam penerapan KUHAP. 

Dalam analisis hukum legalistik, yang 

cenderung bersifat kaku atau formal 

legalistik, teleconference tidak dapat 

diterima sebagai media pemeriksaan 

perkara sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat pada Pasal 160 ayat (1) huruf a 

dan Pasal 167 KUHAP yang 

menghendaki kehadiran saksi di ruang 
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persidangan. Namun, pasal 5  ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman 

mewajibkan Hakim menggali 

kebenaran materiil, sehingga terbuka 

peluang bagi hakim untuk 

mengesampingkan aspek formal. 

Adapun kedudukan alat bukti dalam 

persidangan perkara pidana melalui 

teleconferensi di masa pandemi covid19 

ditinjau dari teori keabsahan 

pembuktian bahwa praktik persidangan 

online di lingkungan mahkamah agung 

tidak akan berlaku secara efektif apabila 

undang-undang nomor 8 tahun 1981 

tentang hukum acara pidana (KUHAP) 

tidak mengalami perubahan. asas 

kehadiran terdakwa (in absentia) pada 

kuhap bertentangan dengan praktik e-

litigation, jika e-litigation diterapkan 

pada perkara pidana. sementara pada 

surat edaran mahkamah agung nomor 1 

tahun 2020 tidak memperbolehkan 

perkara pidana diperiksa melalui 

aplikasi e-litigation. untuk perkara 

pidana yang pembuktiannya rumit dan 

membutuhkan alat bukti yang spesifik, 

penerapan sidang secara online menurut 

penulis tidak dapat dilaksanakan. 

melainkan harus dilaksanakan secara 

langsung, artinya langsung di hadapan 

terdakwa dan di depan hakim untuk 

menilai secara langsung pembuktian 

yang dilakukan oleh penuntut umum 

dan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan. untuk itu, pembuktian 

dalam persidangan online menjadi sah 

apabila dapat dilaksanakan untuk 

perkara yang pembuktiannya tidak 

begitu rumit. 

 

Saran 

Saran yang dapat penulis berikan 

dengan adanya hasil penelitian ini 

adalah : 

1. Diharapkan Mahkamah Agung 

dan kejaksaan Republik Indonesia 

dapat merumuskan jenis perkara 

pidana yang dapat disidangkan 

secara online dan jenis perkara 

yang tetap dilaksanakan di muka 

persidangan seperti biasanya. 

Selain itu terkait dengan 

persidangan online perlu juga 

disepakati SOP (standar 

Operasional Prosedur) pelaksanaan 

persidangan online, untuk 

memastikan standar kelayakan 

pelaksanaan persidangan online 

baik itu dari segi sarana dan 

prasarana serta keamanan 

penyelenggaraan persidangan, agar 

penyelenggaraan persidangan 

online tidak merugikan dan 

mengurangi hak-hak para pihak 
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baik itu terdakwa maupun korban 

dan masyarakat. 

2. Bagi pemerintah pusat baik DPR 

RI maupun Presiden segera 

membentuk peraturan perundang-

undangan terkait hokum acara 

pidana karena secara subtansial 

pelaksanaan persidangan melalui 

teleconference di kemudian hari 

akan menimbulkan permasalahan 

harmonisasi hukum. Dengan tidak 

diubahnya Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (disebut sebagai 

KUHAP) yang mengatur tentang 

Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia, maka sulit untuk 

diadakannya pelaksanaan 

Persidangan melaluiteleconference. 

Perjanjian Kerjasama antar ketiga 

lembaga tersebut tidak memiliki 

landasan hukum yang cukup kuat 

bahkan bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan 

yang  lebih tinggi dalam hal ini 

adalah KUHAP, Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

Pada Pasal 154 KUHAP meskipun 

tidak secara eksplisit disebutkan 

bahwa Terdakwa wajib hadir dalam 

persidangan. 
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